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ABSTRAK

Wilayah kepulauan menghadapi tantangan komunikasi publik yang dipengaruhi kondisi
geografis terfragmentasi, keterbatasan konektivitas, serta rendahnya pemerataan akses
informasi masyarakat. Situasi tersebut menyebabkan pelayanan publik dan distribusi informasi
pemerintahan desa di Pulau Ambon belum berlangsung secara optimal sehingga berpotensi
menimbulkan kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini
bertujuan menganalisis implementasi e-government sebagai medium komunikasi publik dalam
mengurangi hambatan geografis serta mengkaji keterkaitannya dengan pembentukan digital
citizenship pada masyarakat desa kepulauan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif
dengan desain studi kasus ganda pada Desa Halong dan Desa Soya di Kota Ambon. Data
penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi praktik komunikasi digital desa,
serta dokumentasi layanan publik berbasis digital. Analisis data dilakukan secara tematik
melalui proses reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-government mampu memperluas akses
pelayanan publik, mempercepat distribusi informasi, dan mengurangi hambatan komunikasi
akibat keterbatasan geografis wilayah kepulauan. Namun demikian, pemanfaatan platform
digital masih berorientasi pada pelayanan administratif sehingga partisipasi masyarakat dalam
ruang komunikasi digital desa belum berkembang secara optimal. Penelitian ini menegaskan
bahwa penguatan digital citizenship di wilayah kepulauan memerlukan integrasi antara
teknologi digital, literasi masyarakat, dan budaya komunikasi lokal untuk menciptakan tata
kelola pemerintahan desa yang lebih inklusif dan partisipatif.

Kata Kunci: Komunikasi Publik, Kewargaan Digital, Kepulauan

ABSTRACT
Archipelagic regions face public communication challenges influenced by fragmented
geographical conditions, limited connectivity, and unequal access to public information. These
conditions have caused public services and the distribution of governmental information in
villages on Ambon Island to remain less than optimal, potentially creating communication gaps
between the village government and the community. This study aims to analyze the
implementation of e-government as a medium of public communication in reducing
geographical barriers and to examine its relationship with the formation of digital citizenship
within island village communities. The study employed a qualitative approach using a multiple
case study design conducted in Halong Village and Soya Village, Ambon City. Research data
were collected through in-depth interviews, observations of village digital communication
practices, and documentation of digital-based public services. Data analysis was carried out
thematically through data reduction, theme categorization, interpretation, and conclusion
drawing. The findings indicate that the implementation of e-government has expanded access
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to public services, accelerated information dissemination, and reduced communication barriers
caused by the geographical limitations of archipelagic areas. However, the use of digital
platforms remains primarily oriented toward administrative services, resulting in limited
community participation in the village’s digital public communication space. This study
emphasizes that strengthening digital citizenship in archipelagic regions requires the integration
of digital technology, community digital literacy, and local communication culture to establish
a more inclusive and participatory village governance system.

Keywords: Public Communication, Digital Citizenship, Archipelagic

PENDAHULUAN

Wilayah kepulauan memiliki dinamika pembangunan yang berbeda dibandingkan
kawasan daratan karena dipengaruhi oleh keterpisahan ruang, keterbatasan konektivitas
antardaerah, serta distribusi layanan publik yang cenderung tidak merata. Karakteristik tersebut
tampak pada Pulau Ambon yang memiliki bentang wilayah berbukit, kawasan pesisir, dan pola
permukiman yang menyebar sehingga aktivitas mobilitas masyarakat maupun penyebaran
informasi publik sering menghadapi hambatan. Kondisi geografis tersebut menyebabkan akses
masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan menjadi tidak selalu mudah dijangkau, terutama
bagi desa-desa yang berada pada wilayah dengan keterhubungan transportasi terbatas.
Nurhaeny et al. (2021) menjelaskan bahwa aksesibilitas antarwilayah di Kota Ambon masih
dipengaruhi oleh faktor geografis yang berdampak pada rendahnya keterhubungan pelayanan
dan pembangunan wilayah. Situasi ini menunjukkan bahwa tantangan pembangunan di wilayah
kepulauan tidak hanya berkaitan dengan persoalan infrastruktur fisik, tetapi juga menyentuh
aspek komunikasi publik dan distribusi informasi pemerintahan kepada masyarakat desa.

Permasalahan komunikasi publik pada wilayah kepulauan berpotensi melahirkan
kesenjangan komunikasi dan asimetri informasi antara pemerintah desa dengan masyarakat.
Ketika arus informasi tidak dapat menjangkau seluruh masyarakat secara merata, pelaksanaan
kebijakan publik sering menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman masyarakat,
lemahnya keterlibatan warga, dan menurunnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah desa.
Yudarwati dan Gregory (2022) menegaskan bahwa komunikasi pemerintahan yang efektif
menjadi faktor penting dalam penguatan masyarakat pedesaan karena keberhasilan kebijakan
publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah membangun komunikasi yang
partisipatif dan inklusif. Dalam perkembangan pemerintahan modern, teknologi digital mulai
dimanfaatkan untuk memperluas akses komunikasi publik melalui penerapan e-government
pada tingkat desa. Kehadiran e-government kemudian dipandang sebagai alternatif strategis
untuk mengurangi hambatan komunikasi akibat kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur,
dan tingginya biaya mobilitas masyarakat kepulauan.

Di tengah perkembangan komunikasi digital, masyarakat Maluku tetap
mempertahankan praktik komunikasi tradisional yang tumbuh dari nilai budaya lokal dan
struktur sosial masyarakat adat. Salah satu bentuk komunikasi tradisional yang masih bertahan
hingga sekarang adalah Marinyo, yaitu lembaga penyampai informasi adat yang berfungsi
menyebarluaskan pesan pemerintah negeri kepada masyarakat secara langsung. Penelitian
Latuheru dan Bahfiarti (2025) menunjukkan bahwa Marinyo masih memiliki legitimasi sosial
yang kuat karena dianggap mampu membangun kedekatan emosional, rasa percaya, dan kohesi
sosial dalam komunikasi publik masyarakat Ambon. Selain itu, komunikasi berbasis kearifan
lokal juga dinilai lebih mudah diterima masyarakat karena memiliki kedekatan budaya dan
sosial yang kuat (Gonda et al., 2023). Meskipun demikian, pola komunikasi tradisional
memiliki keterbatasan dalam aspek jangkauan informasi, kecepatan distribusi pesan, dan
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efektivitas pelayanan ketika kebutuhan masyarakat semakin bergantung pada sistem pelayanan
berbasis digital. Oleh sebab itu, integrasi antara komunikasi tradisional dan teknologi digital
menjadi tantangan sekaligus kebutuhan baru dalam tata kelola komunikasi publik di wilayah
kepulauan.

Transformasi digital pada pemerintahan desa berkembang semakin cepat seiring
meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang efektif, transparan, dan
mudah diakses. Pemerintah desa mulai memanfaatkan situs web, aplikasi pelayanan
administrasi, dan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi publik maupun pelayanan
masyarakat secara daring. Cahyati et al. (2022) menjelaskan bahwa penerapan e-government di
daerah kepulauan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan
meskipun masih menghadapi berbagai kendala infrastruktur dan keterbatasan sumber daya
manusia. Penelitian Mayyora et al. (2025) juga menunjukkan bahwa transformasi digital desa
memiliki implikasi penting terhadap pembangunan berkelanjutan karena mampu memperluas
akses pelayanan publik dan mempercepat distribusi informasi pemerintahan desa. Namun
demikian, implementasi e-government di tingkat desa belum sepenuhnya mampu menciptakan
keterlibatan masyarakat secara optimal karena masih dipengaruhi oleh kesenjangan akses
internet, kemampuan penggunaan teknologi, dan kesiapan sosial masyarakat dalam
memanfaatkan layanan digital.

Persoalan literasi digital menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan
pemerintahan digital pada masyarakat pedesaan dan wilayah kepulauan. Rendahnya
kemampuan masyarakat dalam memahami dan menggunakan teknologi menyebabkan
pelayanan digital belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh kelompok sosial
masyarakat. Pitrianti et al. (2023) menjelaskan bahwa masyarakat desa masih menghadapi
keterbatasan dalam penggunaan media digital, terutama kelompok lansia dan masyarakat
dengan tingkat ekonomi rendah. Kondisi tersebut diperkuat oleh penelitian Matutina dan
Fahlevvi (2025) yang menunjukkan adanya kesenjangan generasi dan geografis dalam literasi
digital yang berdampak terhadap ketimpangan partisipasi masyarakat dalam implementasi e-
government. Sementara itu, Amalia dan Irawaty (2025) menegaskan bahwa penguatan literasi
digital masyarakat desa merupakan strategi penting dalam memperluas akses informasi publik
dan meningkatkan kapasitas masyarakat menghadapi perkembangan teknologi. Dengan
demikian, literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis menggunakan
perangkat digital, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan masyarakat untuk terlibat dalam ruang
komunikasi publik berbasis digital.

Perkembangan partisipasi masyarakat dalam ruang digital kemudian melahirkan konsep
digital citizenship yang menempatkan warga sebagai subjek aktif dalam kehidupan sosial dan
pemerintahan berbasis teknologi. Konsep ini merujuk pada kemampuan masyarakat
menggunakan teknologi digital secara etis, bertanggung jawab, partisipatif, dan inklusif dalam
aktivitas sosial maupun pemerintahan. Tokovska et al. (2023) menjelaskan bahwa digital
citizenship menjadi fondasi penting dalam pembangunan demokrasi digital karena masyarakat
tidak lagi hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam
proses komunikasi publik dan pengambilan keputusan. Lynn et al. (2022) menambahkan bahwa
keberadaan warga digital memiliki peran penting dalam transformasi masyarakat pedesaan
karena teknologi memungkinkan masyarakat memperoleh akses lebih luas terhadap pelayanan
publik, aktivitas ekonomi, dan ruang partisipasi sosial. Dalam konteks pemerintahan desa,
keberadaan digital citizenship menjadi penting agar implementasi e-government tidak hanya
berhenti pada digitalisasi pelayanan administrasi, tetapi berkembang menjadi instrumen
pemberdayaan masyarakat dan penguatan partisipasi warga desa.

Copyright (c) 2024 ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik
d https://doi.org/10.51878/academia.v6i2.10872

619


https://jurnalp4i.com/index.php/academia

_;l\‘-" " ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik
- Vol. 6, No. 2, Tahun 2026
7/ e-ISSN : 2807-1808 | p-ISSN : 2807-2294 4

q Online Journal System https://jurnalp4i.com/index.php/academia Jurnal P4l

Hubungan antara e-government, partisipasi masyarakat, dan demokrasi digital semakin
menjadi perhatian dalam berbagai penelitian kontemporer. Yaya dan Sukardi (2025)
menemukan bahwa implementasi e-government yang didukung partisipasi masyarakat
berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pemerintahan desa. Arianto et al. (2025)
menjelaskan bahwa demokrasi digital mampu menciptakan pola komunikasi yang lebih
terbuka, horizontal, dan partisipatif antara pemerintah dengan masyarakat. Penelitian Faganello
et al. (2025) juga menunjukkan bahwa e-participation pada tingkat lokal menjadi indikator
penting keberhasilan pemerintahan digital karena masyarakat dapat terlibat dalam penyampaian
aspirasi, pengawasan, dan evaluasi kebijakan publik secara lebih luas. Akan tetapi, sebagian
besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada efektivitas pelayanan administratif,
transformasi teknologi pemerintahan, atau literasi digital secara parsial. Kajian yang
menghubungkan e-government, komunikasi publik, komunikasi tradisional Marinyo, dan
digital citizenship dalam konteks geografis wilayah kepulauan masih relatif terbatas, khususnya
pada masyarakat desa di Pulau Ambon.

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya memandang e-government sebagai instrumen
administratif yang berorientasi pada efisiensi pelayanan publik, sedangkan dimensi komunikasi
publik dan pembentukan partisipasi digital masyarakat belum banyak dianalisis secara
mendalam. Padahal, pada wilayah kepulauan seperti Pulau Ambon, hambatan geografis,
budaya komunikasi lokal, dan keterbatasan akses teknologi menjadi faktor penting yang
memengaruhi keberhasilan transformasi digital pemerintahan desa. Kondisi tersebut
menunjukkan adanya kesenjangan penelitian terkait bagaimana implementasi e-government
dapat berfungsi sebagai medium komunikasi publik dalam mengurangi kesenjangan
komunikasi dan asimetri informasi masyarakat kepulauan. Berdasarkan kondisi tersebut,
penelitian ini menawarkan kebaruan melalui integrasi perspektif e-government, kesenjangan
komunikasi, komunikasi tradisional Marinyo, dan digital citizenship dalam kerangka
komunikasi publik wilayah kepulauan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran
implementasi e-government dalam mengatasi kesenjangan komunikasi dan asimetri informasi
serta mengkaji keterkaitannya dengan pembentukan digital citizenship masyarakat desa di
Pulau Ambon. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi
konseptual dan praktis terhadap pengembangan komunikasi publik digital yang lebih inklusif,
partisipatif, dan kontekstual pada wilayah kepulauan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis field research dan desain
studi kasus ganda untuk memahami implementasi e-government sebagai medium komunikasi
publik pada masyarakat kepulauan. Penelitian dilaksanakan di Desa Halong dan Desa Soya,
Kota Ambon, Provinsi Maluku, karena kedua desa tersebut telah mengembangkan layanan
pemerintahan berbasis digital serta memiliki karakteristik geografis berupa wilayah berbukit,
permukiman tersebar, dan keterbatasan akses transportasi. Pemilihan lokasi dilakukan secara
purposive dengan mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu keberadaan layanan digital
pemerintahan desa dan kondisi geografis yang memengaruhi distribusi informasi publik
masyarakat. Desain studi kasus ganda digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam
mengenai peran e-government dalam mengurangi kesenjangan komunikasi dan asimetri
informasi serta kaitannya dengan pembentukan digital citizenship pada masyarakat desa
kepulauan.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan
keterlibatan langsung dalam pelayanan administrasi dan komunikasi digital desa. Informan
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penelitian terdiri atas dua kepala desa, dua sekretaris desa, dua operator layanan digital desa,
dua fasilitator desa, serta delapan masyarakat desa dengan latar belakang usia, pekerjaan, dan
tingkat penggunaan teknologi yang berbeda. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara
mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lebih
komprehensif. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan melalui media digital dengan
menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur, sedangkan observasi difokuskan pada
aktivitas pelayanan administrasi digital, penggunaan situs web desa, serta pemanfaatan media
sosial resmi pemerintah desa. Dokumentasi dilakukan terhadap arsip kebijakan desa, laporan
pelayanan administrasi, konten informasi publik, dan tampilan platform digital desa yang
berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahapan reduksi data, pengelompokan
tema, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara, observasi, dan
dokumentasi terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan tema komunikasi publik, pelayanan
digital, partisipasi masyarakat, dan praktik digital citizenship. Tahap interpretasi dilakukan
dengan menelaah hubungan antara implementasi e-government, kesenjangan komunikasi, dan
keterlibatan masyarakat dalam ruang komunikasi digital desa. Untuk menjaga keabsahan data,
penelitian menerapkan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member checking melalui
konfirmasi ulang hasil wawancara kepada beberapa informan utama. Hasil analisis kemudian
disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan implementasi e-government dalam
konteks komunikasi publik masyarakat kepulauan di Pulau Ambon.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
1 Implementasi E-Government pada Desa Kepulauan di Pulau Ambon

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-government pada desa-desa di
Pulau Ambon masih berkembang secara bertahap dan belum diterapkan secara merata pada
seluruh wilayah desa. Dari sekitar lima puluh desa yang berada di Pulau Ambon, hanya tujuh
desa yang telah mengembangkan pelayanan publik berbasis digital, yaitu Desa Rutong, Passo,
Halong, Latuhalat, Soya, Hunuth, dan Nania. Bentuk layanan digital yang dikembangkan
meliputi administrasi kependudukan berbasis daring, pelayanan surat-menyurat elektronik,
publikasi informasi desa melalui situs web, serta pemanfaatan media sosial resmi pemerintah
desa. Berdasarkan data Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tahun 2023, Pulau Ambon
masih berada pada kategori indeks rendah dengan skor 47,7 sehingga menunjukkan bahwa
transformasi digital di wilayah kepulauan masih dipengaruhi keterbatasan infrastruktur
jaringan, akses internet, dan konektivitas antarwilayah. Dalam penelitian ini, Desa Halong dan
Desa Soya dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik geografis berupa
wilayah berbukit, permukiman tersebar, dan akses transportasi yang relatif terbatas.
Karakteristik implementasi e-government pada kedua desa penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Implementasi E-Government di Desa Penelitian

Desa Karakteristik Geografis Bentuk Implementasi E- Medla Digital yang
Government Digunakan
Halon Wilayah berbukit dan Administrasi kependudukan digital ~ Website desa,
& permukiman tersebar dan pelayanan informasi publik Facebook, DIGIDES
Sova Topografi pegunungan dan Pelayanan administrasi berbasis Website desa dan
Y& akses transportasi terbatas digital dan publikasi informasi desa  media sosial resmi
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Berdasarkan Tabel 1, kedua desa penelitian telah memanfaatkan teknologi digital
sebagai bagian dari pelayanan publik meskipun berada pada wilayah dengan hambatan
geografis yang cukup tinggi. Implementasi e-government di kedua desa lebih banyak
difokuskan pada pelayanan administrasi kependudukan dan penyebaran informasi publik
kepada masyarakat. Pemerintah desa memanfaatkan situs web dan media sosial untuk
mempercepat penyampaian informasi sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh
layanan administrasi tanpa harus selalu datang langsung ke kantor desa. Penggunaan aplikasi
DIGIDES di Desa Halong juga menunjukkan adanya upaya adaptasi pemerintah desa dalam
menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat
kepulauan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa teknologi digital mulai digunakan tidak
hanya sebagai sarana administratif, tetapi juga sebagai medium komunikasi publik untuk
memperluas akses pelayanan masyarakat desa.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kondisi geografis menjadi salah satu faktor
utama yang mendorong pemerintah desa mengembangkan pelayanan berbasis digital.
Sekretaris Desa Halong menjelaskan bahwa masyarakat sering mengalami kesulitan ketika
harus mengurus administrasi secara langsung karena tingginya biaya transportasi dan
terbatasnya kendaraan umum menuju kantor desa. Informan menyampaikan:

“Kalau masyarakat datang langsung ke kantor desa, biaya transportasi cukup besar karena
sebagian besar harus menggunakan ojek. Sekali perjalanan bisa mencapai lima puluh ribu
rupiah.” (Sekretaris Desa Halong)

Kondisi serupa juga ditemukan di Desa Soya yang memiliki bentang wilayah luas
dengan permukiman warga yang berjauhan. Warga tidak hanya menghadapi biaya transportasi
yang tinggi, tetapi juga harus membawa berbagai dokumen fisik dan melakukan perjalanan
berulang kali untuk melengkapi persyaratan administrasi. Salah satu informan masyarakat
menyampaikan:

“Sebelum ada pelayanan digital, kami harus beberapa kali datang ke kantor desa hanya
untuk melengkapi berkas administrasi.” (Warga Desa Soya)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hambatan geografis di wilayah kepulauan tidak
hanya memengaruhi mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap akses pelayanan
publik dan distribusi informasi pemerintahan desa. Kondisi wilayah berbukit, permukiman
yang tersebar, dan keterbatasan transportasi menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan
biaya serta waktu yang relatif besar untuk memperoleh layanan administrasi. Situasi tersebut
mendorong pemerintah desa mulai mengembangkan pelayanan berbasis digital sebagai
alternatif untuk memperpendek jarak komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Implementasi e-government pada konteks ini berkembang sebagai strategi pelayanan sekaligus
sarana komunikasi publik yang membantu memperluas jangkauan layanan pemerintahan desa
di wilayah kepulauan.

2 Kesenjangan Komunikasi dan Dampak Digitalisasi Pelayanan Publik

Penelitian menemukan bahwa penerapan e-government memberikan perubahan
terhadap pola komunikasi publik antara pemerintah desa dan masyarakat. Sebelum adanya
pelayanan digital, penyebaran informasi publik lebih banyak dilakukan melalui komunikasi
lisan, aparat desa, dan pertemuan langsung yang memiliki keterbatasan jangkauan serta
kecepatan distribusi informasi. Setelah penggunaan media digital mulai diterapkan, pemerintah
desa memanfaatkan situs web dan media sosial untuk menyampaikan pengumuman, informasi
pelayanan, dan kegiatan desa secara lebih cepat dan terbuka. Perubahan tersebut
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memungkinkan masyarakat memperoleh akses informasi tanpa harus datang langsung ke kantor
desa. Selain itu, masyarakat yang berada di luar wilayah desa tetap dapat memperoleh informasi
maupun mengakses pelayanan administrasi secara daring. Temuan utama penelitian terkait
perubahan komunikasi publik desa sebelum dan sesudah implementasi e-government disajikan
pada Tabel 2.

Tabel 2. Temuan Utama Implementasi E-Government pada Desa Penelitian

Tema Temuan Kondisi Sebelum Digitalisasi  Kondisi Setelah Digitalisasi
Alses e b Warga harus datang langsung ke Sebaglan layanan dapat diakses secara
kantor desa daring

Informasi disampaikan secara ~ Informasi dapat disebarkan melalui media

Distribusi informasi lisan dan terbatas digital

Biaya transportasi masyarakat

Biaya administrasi Pengeluaran masyarakat lebih berkurang

relatif tinggi
Komunikasi pemerintah Bersifat tatap muka dan terbatas Interaksi berlangsung lebih cepat dan
dan warga waktu fleksibel

Aspirasi masyarakat Warga mulai menggunakan media digital

Partisipasi k . . I
artisipasi masyaraxat disampaikan secara langsung untuk komunikasi desa

Berdasarkan Tabel 2, implementasi e-government memberikan perubahan terhadap pola
pelayanan administrasi dan komunikasi publik pada desa penelitian. Penggunaan media digital
membantu pemerintah desa mempercepat distribusi informasi sekaligus mempermudah
masyarakat memperoleh layanan administrasi tanpa harus selalu hadir secara fisik di kantor
desa. Digitalisasi pelayanan juga membantu mengurangi biaya transportasi masyarakat dan
memperpendek waktu pelayanan administrasi. Selain itu, penggunaan media sosial dan
platform digital desa mulai menciptakan pola komunikasi yang lebih fleksibel karena
masyarakat dapat memperoleh informasi publik dan menyampaikan kebutuhan administrasi
secara lebih cepat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital mulai berfungsi
sebagai medium komunikasi publik yang mendukung efektivitas pelayanan pemerintahan desa
di wilayah kepulauan.

Hasil wawancara dengan operator layanan digital desa menunjukkan bahwa
penggunaan media digital membantu meningkatkan efektivitas komunikasi pemerintah desa
dengan masyarakat, terutama bagi warga yang berada di luar daerah. Operator DIGIDES Desa
Halong menjelaskan:

“Sekarang masyarakat yang berada di luar daerah juga bisa mengurus beberapa kebutuhan

administrasi tanpa harus langsung datang ke desa.” (Operator DIGIDES Desa Halong)
Selain itu, pemerintah desa juga menilai bahwa media sosial mempermudah penyampaian
informasi publik secara lebih cepat dibandingkan metode komunikasi sebelumnya. Salah satu
perangkat desa menyatakan:

“Kalau ada pengumuman desa, sekarang lebih cepat tersebar karena masyarakat langsung

melihat informasi di media sosial desa.” (Perangkat Desa Soya)

Informasi terkait kegiatan desa, pengumuman administrasi, maupun pelayanan publik
dapat diterima masyarakat dalam waktu yang lebih singkat melalui platform digital desa.
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Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa media digital mulai menjadi bagian penting dalam
mendukung komunikasi pemerintahan desa di wilayah kepulauan.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa implementasi e-government di wilayah
kepulauan mulai mengubah pola komunikasi publik dari model konvensional menuju
komunikasi digital yang lebih terbuka dan responsif. Kehadiran pelayanan digital tidak hanya
mempermudah akses administrasi masyarakat, tetapi juga memperluas akses informasi publik
desa pada wilayah yang secara geografis terfragmentasi. Masyarakat mulai memanfaatkan
media digital untuk memperoleh informasi pelayanan, menyampaikan pertanyaan, serta
merespons pengumuman pemerintah desa secara lebih cepat. Perubahan tersebut menunjukkan
bahwa transformasi digital pada desa kepulauan mulai membentuk praktik komunikasi yang
lebih partisipatif dan mendukung perkembangan digital citizenship pada tingkat lokal. Dengan
demikian, implementasi e-government berkembang tidak hanya sebagai inovasi administratif,
tetapi juga sebagai medium komunikasi publik yang membantu mengurangi kesenjangan
komunikasi dan asimetri informasi masyarakat kepulauan.

Pembahasan

Implementasi e-government pada Desa Halong dan Desa Soya memperlihatkan bahwa
teknologi digital mulai berfungsi sebagai instrumen adaptasi sosial dalam menghadapi
hambatan geografis wilayah kepulauan. Karakteristik wilayah berupa topografi berbukit,
permukiman yang tersebar, dan keterbatasan transportasi membuat pelayanan administratif
berbasis tatap muka menjadi kurang efisien bagi masyarakat desa. Dalam situasi tersebut,
penggunaan layanan digital tidak hanya dimaknai sebagai modernisasi birokrasi, tetapi juga
sebagai strategi komunikasi publik untuk memperpendek jarak pelayanan antara pemerintah
desa dan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi digital di wilayah
kepulauan memiliki dimensi sosial yang lebih kompleks dibandingkan wilayah perkotaan
karena berkaitan langsung dengan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan publik. Hasil
penelitian ini sejalan dengan Mardinata et al. (2023) yang menjelaskan bahwa transformasi
digital desa melalui sistem informasi desa mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik
dan memperluas jangkauan layanan pemerintahan. Mayyora et al. (2025) juga menegaskan
bahwa digitalisasi desa menjadi bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan karena
mendukung penguatan tata kelola pemerintahan dan akses informasi masyarakat pada wilayah
rural dan kepulauan.

Perubahan pola komunikasi publik menjadi implikasi penting dari implementasi e-
government pada kedua desa penelitian. Sebelum penggunaan media digital, komunikasi
pemerintah desa lebih banyak berlangsung melalui penyampaian informasi secara lisan,
pengumuman langsung, dan interaksi tatap muka yang memiliki keterbatasan dalam kecepatan
distribusi informasi. Setelah pemerintah desa memanfaatkan situs web, media sosial resmi, dan
aplikasi DIGIDES, proses penyampaian informasi publik berlangsung lebih cepat serta mampu
menjangkau masyarakat yang berada di luar wilayah desa. Perubahan tersebut menunjukkan
adanya pergeseran pola komunikasi publik dari komunikasi konvensional menuju komunikasi
digital yang lebih terbuka dan fleksibel. Dalam perspektif komunikasi pemerintahan, kondisi
ini memperlihatkan bahwa media digital mulai berfungsi sebagai ruang interaksi baru antara
pemerintah desa dan masyarakat. Temuan penelitian ini memperkuat argumentasi Yudarwati
dan Gregory (2022) bahwa komunikasi pemerintahan yang efektif berperan penting dalam
mengurangi kesenjangan informasi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam
pelayanan publik. Penelitian Karinda et al. (2024) juga menunjukkan bahwa integrasi
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komunikasi pemerintahan digital melalui situs web desa mampu meningkatkan transparansi
pelayanan dan mempercepat distribusi informasi publik kepada masyarakat desa.

Meskipun implementasi e-government telah membantu memperluas akses pelayanan
publik, penelitian ini menunjukkan bahwa perluasan akses digital belum sepenuhnya diikuti
peningkatan partisipasi masyarakat secara aktif. Pemanfaatan teknologi digital pada Desa
Halong dan Desa Soya masih lebih dominan digunakan untuk kebutuhan administratif dan
penyebaran informasi publik dibandingkan sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam
pengambilan keputusan desa. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa transformasi digital desa
masih berada pada tahap digitalisasi birokrasi dan belum berkembang sepenuhnya menjadi
ruang komunikasi partisipatif berbasis digital citizenship. Dalam konteks ini, keberadaan
teknologi digital masih diposisikan sebagai alat pelayanan, bukan sebagai medium kolaborasi
antara pemerintah desa dan masyarakat. Temuan tersebut sejalan dengan Tokovska et al. (2023)
yang menjelaskan bahwa keberhasilan e-government tidak hanya bergantung pada ketersediaan
layanan digital, tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk terlibat aktif dalam ruang
komunikasi digital pemerintahan. Khaerunnisa et al. (2025) turut menegaskan bahwa
implementasi e-government akan lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi publik apabila
masyarakat memiliki akses, kemampuan digital, dan ruang interaksi yang memadai dalam
sistem pelayanan berbasis teknologi.

Berdasarkan kerangka digital citizenship yang dikemukakan Tokovska et al. (2023),
implementasi e-government pada kedua desa penelitian dapat dipahami berada pada fase
informasional dan interaksional, tetapi belum sepenuhnya mencapai fase transaksional dan
partisipatif. Pemerintah desa telah mampu menyediakan akses informasi publik melalui situs
web dan media sosial resmi, sedangkan masyarakat mulai menggunakan media digital untuk
menyampaikan pertanyaan maupun kebutuhan administrasi. Akan tetapi, partisipasi
masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan dan pengawasan pembangunan desa masih
berlangsung secara terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi digital yang
berkembang pada desa penelitian belum sepenuhnya membentuk ruang deliberatif yang
memungkinkan warga terlibat aktif dalam proses pemerintahan desa. Perbedaan ini
memperlihatkan bahwa transformasi menuju digital citizenship membutuhkan proses sosial
yang bertahap dan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologi digital. Temuan penelitian
ini berbeda dengan hasil penelitian Khaerunnisa et al. (2025) yang menemukan bahwa
implementasi e-government pada desa tertentu mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat
secara lebih aktif dalam pelayanan publik. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa
keberhasilan partisipasi digital sangat dipengaruhi kondisi sosial masyarakat, kapasitas
kelembagaan desa, dan kesiapan infrastruktur digital pada masing-masing wilayah.

Keterbatasan partisipasi masyarakat dalam implementasi e-government juga
dipengaruhi oleh masih terjadinya kesenjangan digital pada wilayah kepulauan. Penelitian ini
menemukan bahwa akses terhadap perangkat digital dan internet belum dimiliki secara merata
oleh seluruh masyarakat desa, terutama kelompok lansia dan masyarakat dengan kondisi
ekonomi rendah. Keterbatasan tersebut menyebabkan sebagian masyarakat belum mampu
memanfaatkan pelayanan digital secara optimal meskipun layanan telah tersedia. Dalam
perspektif pembangunan komunikasi digital, kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi
teknologi tidak selalu berjalan seiring dengan kesiapan sosial masyarakat. Hambatan akses dan
kemampuan digital masyarakat berpotensi menciptakan ketimpangan baru dalam pelayanan
publik apabila tidak diimbangi dengan penguatan literasi digital secara berkelanjutan. Temuan
ini sejalan dengan Matutina dan Fahlevvi (2025) yang menjelaskan bahwa kesenjangan
geografis dan generasi menjadi faktor utama rendahnya literasi digital masyarakat dalam
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implementasi e-government di wilayah rural Indonesia. Arsyad et al. (2023) juga menegaskan
bahwa peningkatan literasi digital masyarakat desa menjadi syarat penting dalam memperkuat
keterlibatan warga pada pelayanan publik berbasis teknologi digital. Selain itu, Kunnati et al.
(2025) menjelaskan bahwa kesenjangan digital di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan
keterbatasan akses teknologi, tetapi juga dipengaruhi ketimpangan sosial dan kemampuan
masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital secara efektif.

Selain dipengaruhi faktor sosial masyarakat, implementasi e-government pada desa
kepulauan juga masih menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan infrastruktur dan
kapasitas kelembagaan pemerintah desa. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas jaringan
internet pada beberapa wilayah permukiman masih belum stabil sehingga pelayanan digital
belum dapat berjalan secara optimal. Di sisi lain, kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan
sistem digital juga masih terbatas sehingga inovasi pelayanan berbasis teknologi belum
berkembang secara maksimal. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan
transformasi digital desa tidak hanya bergantung pada ketersediaan aplikasi pelayanan, tetapi
juga dipengaruhi kesiapan sumber daya manusia dan keberlanjutan sistem teknologi yang
digunakan. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan e-government pada wilayah
kepulauan memerlukan dukungan kebijakan, penguatan kapasitas aparatur, dan pemerataan
infrastruktur digital. Temuan penelitian ini sejalan dengan Abdillah (2025) yang menyatakan
bahwa tantangan utama implementasi pelayanan publik digital di tingkat desa meliputi
keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan keberlanjutan pengelolaan
sistem digital desa. Penelitian Sopyan et al. (2025) juga menunjukkan bahwa pengembangan
desa digital membutuhkan pengelolaan konten informasi publik yang konsisten serta dukungan
teknologi informasi yang memadai agar komunikasi publik digital dapat berjalan efektif dan
berkelanjutan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa budaya komunikasi masyarakat kepulauan masih
menunjukkan kecenderungan kuat terhadap interaksi tatap muka dibandingkan komunikasi
digital. Sebagian masyarakat menilai bahwa komunikasi langsung lebih mudah dipahami dan
memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan pelayanan berbasis teknologi.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa transformasi digital desa tidak dapat dipahami hanya
sebagai perubahan teknologi, tetapi juga sebagai perubahan budaya komunikasi masyarakat
lokal. Dalam konteks masyarakat Ambon, komunikasi tradisional masih memiliki posisi
penting dalam membangun kedekatan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
desa. Oleh karena itu, implementasi e-government tidak sepenuhnya menggantikan pola
komunikasi lama, melainkan berjalan berdampingan dengan praktik komunikasi berbasis
komunitas lokal. Temuan ini mendukung penelitian Gonda et al. (2023) yang menjelaskan
bahwa pelayanan publik berbasis teknologi tetap perlu mempertimbangkan karakter sosial dan
budaya komunikasi masyarakat setempat. Dengan demikian, implementasi e-government pada
wilayah kepulauan cenderung membentuk pola komunikasi hibrid yang mengombinasikan
komunikasi digital dengan komunikasi berbasis komunitas lokal.

Dalam perspektif pembangunan masyarakat dan demokrasi digital, implementasi e-
government pada Desa Halong dan Desa Soya dapat dipahami sebagai tahap awal pembentukan
digital citizenship masyarakat kepulauan. Kehadiran pelayanan digital telah membantu
mengurangi hambatan geografis, mempercepat distribusi informasi publik, dan memperluas
akses masyarakat terhadap pelayanan administrasi desa. Akan tetapi, proses tersebut belum
sepenuhnya menghasilkan keterlibatan masyarakat yang aktif dalam pengawasan maupun
pengambilan keputusan publik desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan
digital citizenship memerlukan proses bertahap yang melibatkan peningkatan akses digital,
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literasi masyarakat, partisipasi publik, dan penguatan ruang komunikasi partisipatif. Penelitian
ini memperlihatkan bahwa implementasi e-government pada wilayah kepulauan tidak cukup
dipahami sebagai proses digitalisasi birokrasi semata, tetapi juga sebagai proses sosial yang
berkaitan dengan transformasi budaya komunikasi dan pembangunan demokrasi digital
masyarakat lokal. Temuan ini memperkuat pandangan Lynn et al. (2022) bahwa digital
citizenship berkembang melalui peningkatan akses, kemampuan digital, partisipasi, dan
integrasi sosial masyarakat dalam ruang digital. Arianto et al. (2025) juga menjelaskan bahwa
demokrasi digital tidak hanya ditentukan oleh penggunaan teknologi, tetapi juga oleh
keterlibatan warga dalam komunikasi publik dan proses pengambilan kebijakan pemerintahan.
Yaya dan Sukardi (2025) menambahkan bahwa implementasi e-government yang disertai
partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa yang
lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, penelitian Lol et al. (2025) menunjukkan bahwa
keberhasilan layanan e-government di wilayah kepulauan sangat dipengaruhi kemampuan
pemerintah dan masyarakat dalam membangun value co-creation melalui interaksi digital yang
kolaboratif.

KESIMPULAN

Implementasi e-government pada Desa Halong dan Desa Soya menunjukkan bahwa
transformasi digital di wilayah kepulauan tidak hanya berkaitan dengan perubahan sistem
administrasi pemerintahan, tetapi juga berhubungan dengan perubahan pola komunikasi publik
antara pemerintah desa dan masyarakat. Kehadiran layanan berbasis digital mampu membantu
masyarakat mengatasi hambatan geografis yang selama ini memengaruhi akses pelayanan
administrasi, distribusi informasi publik, dan efisiensi komunikasi pemerintahan desa.
Pemanfaatan situs web desa, media sosial resmi, dan layanan administrasi digital terbukti
mempercepat penyampaian informasi serta memperluas jangkauan pelayanan publik pada
masyarakat kepulauan. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa perluasan akses
pelayanan digital belum sepenuhnya diikuti oleh keterlibatan masyarakat secara aktif dalam
proses komunikasi dan pengambilan keputusan publik desa. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa keberhasilan implementasi e-government tidak hanya diukur dari efisiensi pelayanan
administratif, tetapi juga dari kemampuan sistem digital dalam membangun komunikasi publik
yang partisipatif dan inklusif. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa
implementasi e-government pada masyarakat kepulauan masih berada pada fase transisi dari
digitalisasi birokrasi menuju penguatan digital citizenship berbasis partisipasi masyarakat.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pengembangan digital citizenship pada
wilayah kepulauan dipengaruhi oleh hubungan antara faktor sosial, budaya, dan struktural
masyarakat desa. Keterbatasan infrastruktur internet, rendahnya literasi digital masyarakat,
ketimpangan kepemilikan perangkat teknologi, serta kuatnya budaya komunikasi tatap muka
menjadi faktor yang memengaruhi belum optimalnya partisipasi digital masyarakat desa.
Temuan tersebut memberikan kontribusi teoritis dengan menunjukkan bahwa implementasi e-
government di wilayah kepulauan memerlukan pendekatan komunikasi yang kontekstual dan
tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan karakter wilayah perkotaan yang memiliki kesiapan
teknologi lebih baik. Selain itu, penelitian ini memperlihatkan bahwa komunikasi publik pada
masyarakat kepulauan berkembang dalam pola komunikasi hibrid yang memadukan interaksi
digital dengan komunikasi berbasis komunitas lokal. Kebaruan penelitian ini terletak pada
penempatan budaya komunikasi lokal, kondisi geografis kepulauan, dan kesenjangan digital
sebagai unsur penting dalam proses pembentukan komunikasi publik digital dan digital
citizenship pada tingkat desa. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian e-government
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dan digital citizenship melalui perspektif komunikasi publik masyarakat kepulauan yang
selama ini masih relatif terbatas dibahas dalam penelitian terdahulu.

Prospek pengembangan e-government pada wilayah kepulauan memerlukan penguatan
kapasitas masyarakat dan pemerintah desa secara berkelanjutan agar transformasi digital tidak
berhenti pada aspek administratif semata. Peningkatan literasi digital masyarakat, pemerataan
akses teknologi informasi, penguatan infrastruktur internet, dan pengembangan platform
pelayanan yang lebih partisipatif menjadi langkah penting untuk memperkuat keterlibatan
warga dalam tata kelola pemerintahan desa. Selain itu, pengembangan layanan digital berbasis
potensi ekonomi lokal dan penguatan integrasi antarlembaga pemerintahan dapat memperluas
manfaat e-government bagi pembangunan masyarakat kepulauan secara lebih berkelanjutan.
Penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan model komunikasi publik digital
yang sesuai dengan karakter sosial dan budaya masyarakat kepulauan, termasuk mengkaji pola
komunikasi hibrid antara layanan digital dan komunikasi tatap muka dalam pelayanan publik
desa. Dengan demikian, e-govermment tidak hanya dipahami sebagai inovasi teknologi
pemerintahan, tetapi juga sebagai fondasi pembangunan komunikasi publik yang lebih inklusif,
partisipatif, dan demokratis pada masyarakat kepulauan.
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